SALINAN

1A o MR

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Menimbang

DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

bahwa untuk menindaklanjuti Program Nasional Gerakan Pencegahan dan
Deteksi Dimi Kanker pada Perempuan Indonesia dan untuk meningkatkan
program cakupan pemeriksaan IVA perlu mempermudah masyarakat dalam
mendapatkan pelayanan deteksi dini pencegahan kanker leher rahim dengan
metode pemeriksaan IVA di tingkat Puskemas dan jajarannya;

. bahwa besaran retribusi pemeriksaan IVA yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri perlu ditinjau untuk

mendukung peningkatan cakupan pemeriksaan IV A, penurunan angka kesakitan
dan angka kematian karena kanker servik;

. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

. bahwa sesuai Telaah Staf Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor

900/1799/418.48/2015 tanggal 11 Mei 2015 perihal Usulan Pengurangan Tarif
Retribusi Pemeriksaan IVA oleh Bidan di Puskesmas dan Berita Acara Rapat
Nomor 460/3824/418.48/2015 tanggal 9 Juni 2015 perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi i’elayanan Kesehatan di Dinas
Kesehatan Kabupaten Kediri;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

b, huruf ¢ dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan
Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;



Mengingat

10.

11.

12.

13.

Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang — Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang — Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang — Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/Menkes/Per/IV/1998 tentang
Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VI1I/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;



Menetapkan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang
Laboratorium Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/ MENKES/SK/I1/2004 tentang
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 430/MENKES/SK/IV/2007 tentang
Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/V1I/2007 tentang
Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 796/MENKES/SK/VII/2010 tentang
Pedoman Teknis Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim;
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 58);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 80);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sistem
Kesehatan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 79);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 95);

Peraturan Bupati Kediri Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEDIRI



Pasal 1
Ketentuan tarif Retribusi Pemeriksaan IVA oleh Bidan di Puskesmas dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Keschatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri ditinjau sehingga tarif
Retribusi Pemeriksaan IVA oleh Bidan di Puskesmas menjadi sebesar Rp 7.500,00
(tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian komponen sebagai berikut :
a. Jasa pelayanan oleh bidan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
b. Jasa sarana sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Telaah Staf Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri Nomor 900/1799/418.48/2015 tanggal 11 Mei 2015 perihal
Usulan Pengurangan Tarif Retribusi Pemeriksaan IVA oleh Bidan di Puskesmas
dan Berita Acara Rapat Nomor 460/3824/418.48/2015 tanggal 9 Juni 2015 dengan
hasil peserta rapat memutuskan bahwa dalam rangka mendukung peningkatan
cakupan pemeriksaan I[VA, penurunan angka kesakitan dan angka kematian kanker
servik maka akan ditetapkan Peninjauan Tarif Retribusi Pemeriksaan IVA oleh
Bidan di Puskesmas dengan Peraturan serta mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 - 7 - 2015
BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 - 7 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala,Bagian Hukum

- NIP. 196703071990031008



